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ABSTRAK 

Kebijakan "Jempol Hebat" merupakan suatu inovasi dari yang dibuat oleh Pemerintah Minahasa 

Selatan melalui Dinas DukCapil sebagai upaya untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik 

dalam hal administrasi kependudukan. Program ini berupaya memanfaatkan teknologi digital dan 

sistem online untuk mempermudah masyarakat dengan cara mengunjungi langsung masyarakat. 

Namun demikian, masih ditemui kendala dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Seperti 

pada faktor komunikasi, kendala yang dialami yaitu, masih rendahnya komunikasi antara Dinas 

dengan Masyarakat, dimana kebijakan tersebut yang kurang diketahui apa saja prosedurnya oleh 

masyarakat. Berikutnya pada faktor Sumber Daya yaitu, masih kurangnya kualitas SDM penunjang 

pelayanan. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Jempol Hebat di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil masih belum optimal karena dalam penyampaian informasi yang diberikan masih 

tidak lengkap, begitu juga dengan kualitas SDM yang masih kurang sehingga sering terjadi 

kesalahan entri data pada dokumen penduduk, dan yang terakhir yaitu masih kurangnya fasilitas 

penunjang pelayanan, sehingga pelayanan bisa terhambat. 

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Jempol Hebat, Dukcapil Minsel  

 

ABSTRAC 

The "Jempol Hebat" policy is an innovation created by the South Minahasa Government through the 

Population and Civil Registration Office (DukCapil) as an effort to enhance the ease of public 

services in population administration. This program aims to utilize digital technology and online 

systems to facilitate the community by directly visiting them. However, challenges are still 

encountered in the implementation process of this policy. One of the challenges is related to 

communication, where there is still a low level of communication between the office and the 

community, and the procedures of the policy are not well-known to the public. Another challenge is 

in the area of resources, specifically the lack of quality human resources supporting the services. In 

the research line, a qualitative research method is employed. The research results indicate that the 

implementation of the "Jempol Hebat" Policy at the Population and Civil Registration Office is still 

not optimal. This is due to incomplete information delivery and insufficient quality of human 

resources, leading to frequent errors in population document data entry. Lastly, there is a lack of 

supporting facilities, causing potential service disruptions. 

 Keywords: Policy Implementation, Jempol Hebat, Dukcapil Minsel 
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PENDAHULUAN 

Di berbagai wilayah dil Indonesia, 

prinsip otonomi daerah diterapkan, memberikan 

kewenangan kepada wilayah tersebut untuk 

mengatur urusan internalnya. Secara etimologis, 

kata "otonomi" dapat dianalisis dari dua kata, 

yaitu "oto" (auto = sendiri) dan "nomoi" (nomos 

= laturan/undang-lundang), yang mengartikan 

pengaturan sendiri terkait wilayah, bagian 

negara, atau kelompok yang memiliki 

pemerintahan sendiri. Dalam konteks tata 

pemerintahan, "otonomi" dapat dijabarkan 

sebagai hak untuk mengurus dan mengatur 

rumah tanggal sendiri (Muhammad Fauzan, 

2006: 64). 

Tujuan dari pemberian kewenangan 

otonomi ini oleh pemerintah pusat kepada 

daerah adalah untuk memungkinkan wilayah 

terkait mengatur dan mengurus kebutuhan dan 

urusan mereka sendiri. Otonomi daerah 

dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan pemerintahan dalam upaya 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat dan melaksanakan pembangunan di 

tingkat lokal. Untuk mencapai tujuan ini, daerah 

perlu diberikan kewenangan untukl 

melaksanakan berbagai urusanl pemerintahan 

yang terkait dengan kebutuhan dan 

perkembangan wilayah mereka sendiri. Hal ini 

diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahanl Daerah. 

Pelaksanaannya, otonomil daerah akan 

menciptakan kesempatan bagil provinsi, 

lkabupaten, dan kota untuk menggali potensi 

kreativitas dan inovasi mereka dalam upaya 

memajukan daerah. Dengan adanya otonomi 

daerah, mereka dapat mengembangkan berbagai 

ide dan solusi yang unik dalam membangun 

wilayah mereka sesuai dengan makna otonomi 

yang luas, konkret, dan bertanggung jawab. 

Kebijakan "Jempol Hebat" merupakan 

suatu inovasi dari yang dibuat oleh Pemerintah 

Minahasa Selatan melalui Dinas DukCapil 

sebagai upaya untuk meningkatkan kemudahan 

pelayanan publik dalam hal administrasi 

kependudukan. Program ini berupaya 

memanfaatkan teknologi digital dan sistem 

online untuk mempermudah masyarakat 

melakukan proses registrasi, pembaruan data, 

dan penerbitan dokumen kependudukan dengan 

cara mengunjungi langsung masyarakat. 

Keberhasilan suatul kebijakan dapat 

dilihat dari beberapa faktor berikut yaitu, 

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan 

Struktur Birokrasi. Namun demikian, masih 

ditemui kendala dalam proses implementasi 

kebijakan tersebut. Seperti pada faktor 

komunikasi, kendala yang dialami yaitu, masih 

rendahnya komunikasi antara Dinas dengan 

Masyarakat, dimana kebijakan tersebut yang 

kurang diketahui apa saja prosedurnya oleh 

masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang 

masih bertanya-tanya dan tidak memahami 

kebijakan tersebut dan bagaimana prosedur-

prosedur yang harus dilakukan. Berikutnya pada 

faktor Sumber Daya yaitu, masih kurangnya 

kualitas SDM dan fasilitas penunjang pelayanan 

seperti alat perekaman dan mesin cetak KTP-

EL.  

Latar belakang masalah ini menjadi 

relevan karena keberhasilan implementasi 

program "Jempol Hebat" memiliki dampak 

langsung dalam proses pelayanan public yang 

diberikan oleh Dinas Dukcapil Minsel. Jika 

program ini tidak diimplementasikan secara 

efektif, maka potensi untuk meningkatkan 

efektivitas dalam administrasi kependudukan 

dapat terhambat. Itulah sebabnya, diperlukan 

penelitian kualitatif untuk memahami dengan 
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lebih mendalam tantangan-tantangan yang 

dihadapi dalam implementasi program "Jempol 

Hebat" di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kab. Minahasa Selatan. 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah 

diatas, yaitu masih terdapat tantangan dalam 

pengimplementasian program Jempol Hebat 

sehingga kebijakan tersebut masih dianggap 

kurang efektif, jadi saya tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Implementasi 

Kebijakan Jempol Hebat di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Minahasa Selatan”. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Peneliti Terdahulu 

1. Meysil Christi Rolos, Johny H. Posumah, 

Very Y. Londa, Prodi Ilmu Administrasi 

Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Sam Ratulangi 

Manado (2022) meneliti tentang 

“Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan 

Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten 

Minahasa Tenggara”. Dalam penelitian 

ini, digunakan pendekatan penelitian 

kualitatif dengan desain eksploratif untuk 

menggambarkan implementasi kebijakan 

pemerintah terkait pendidikan gratis bagi 

siswa Sekolah Dasar di Kabupaten 

Minahasa Tenggara. Berdasarkan hasil 

dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa implementasi kebijakan 

pemerintah daerah terkait pendidikan 

gratis bagi siswa Sekolah Dasar di 

Kabupaten Minahasa Tenggara telah 

dilakukan dengan baik, termasuk dalam 

aspek pengorganisasian, interpretasi, dan 

aplikasinya. Berdasarkan simpulan yang 

ada maka untuk dapat menjadikan 

implementasikebijakan pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan pendidikan 

gratis siswa Sekolah Dasar di Kabupaten 

Minahasa Tenggara baik. 

2.  Miracle J. Rantung, Arie J. Rorong, Helly 

F. Kolondam, Prodi Ilmu Administrasi 

Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Sam Ratulangi Manado 

(2019) meneliti tentang Implementasi 

Kebijakan Alokasi Dana Desa(Studi di 

Desa Koreng Kecamatan Tareran). 

Penelitian yang di gunakan pada 

penelitian ini bersifat kualitatif. 

Berdasarkan Teknik pengumpulan dan 

analisis data yang relevan yang diperoleh 

daril situasi yang alamiah. Berdasarkan 

kesimpulan pengumpulan data dan proses 

wawancara yang peneliti lakukan 

mengenai Implementasi Kebijakan 

Alokasi Dana Desa di Desa Koreng 

Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa 

Selatan dapat menyimpulkan pada 

indikator isi kebijakan (konteks 

kebijakan), bahwa ADD memanag benar-

benar untuk masyarakat, walaupun masi 

banyak masyarakat yang perbedaan 

persepsi dengan perangkat desa karena 

kurangnya sosyalisasi dari perangkat desa 

soal ADD di Desa Koreng, malnfalaltnyal 

lalngsung diralsalkaln jugal oleh malsyalralkalt 

Desal Koreng, daln kemudialn peleksalnalaln 

kegialtaln ALDD berjallaln cukup malksimall 

dalri Kepallal Desal salmpali paldal peralngkalt 

desal yalng berhubungaln lalngsung dengaln 

peneralpaln ALlokalsi Dalnal Desal tersebut. 

Sedalngkaln, paldal konteks kebijalkaln ALDD 

di Desal Koreng palral alpalraltur desal sudal 

menjallalnkaln altalu meneralpkaln ALDD 

sesuali dengaln kebutuhaln malsyalralkalt 

Desal Koreng, selalin itu tugals pokok daln 
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fungsi malsingmalsing dalri alpalraltur desal 

wallalupun terlihalt belum terlallu baliksecalral 

kordinalsi talpi salmpali paldal salalt ini sudal 

cukup balik secalral komunikalsi, balik dalri 

kepelalh desal, sekertalris desal, bendalhalral 

desal, BPD daln LPM. 

3.  Cecelial Helenial Salsuwuk, Florence 

Lengkong, Novie Pallalr, Prodi Ilmu 

ALdministralsi Publik Falkultals ilmu Sosiall 

daln ilmu Politik Universitals Salm 

Raltulalngi Malnaldo (2021), meneliti 

tentalng Implementalsi Kebijalkaln 

Penyalluraln Balntualn Lalngsung Tunali 

Dalnal Desal Paldal Malsal Palndemi Covid-19 

Di Desal Seal Kalbupalten Minalhalsal, 

Penelitialn  ini menggunalkaln 

desalinDeskriptif Kuallitaltif untuk 

menggalmbalrkaln daln menjelalskaln tentalng 

implementalsi kebijalkaln penyalluraln BLT-

Dalnal Desal di Desal Seal Kalbupalten 

Minalhalsal. Metode penelitialn deskriptif 

kuallitaltif aldallalh bertujualn untuk mencalri 

malknal di ballik fenomenall malkal dalpalt 

dilalkukaln pengkaljialn secalral alssosialtif 

(Sugiyono, 2017). 

4. Herto Ngetje, ALrie Rorong, Joyce Ralres, 

Prodi Ilmu ALdmnistralsi Publik Falkultals 

Ilmu Sosiall daln Politik Universitals Salm 

Raltulalngi Malnaldo (2021) meneliti 

tentalng Implementalsi Progralm Festivall 

Wonderful Dallalm Pengembalngaln 

Palriwisaltal Di Kalbupalten Hallmalheral 

Utalral. Penelitialn ini memalnfalaltkaln 

pendekaltaln metode kuallitaltif dengaln 

tujualn untuk mengungkalp, menguralikaln, 

daln memalhalmi fenomenal yalng terjaldi 

paldal laltalr daln obyek penelitialn terkalit 

implementalsi progralm wonderfu dallalm 

pengembalngaln palriwisaltal di Kalbupalten 

Hallmalheral Utalral.  

Konsep Implementasi 

Sualtu Kebijalkalnl malupun Progralm alkaln selallu 

disertali dengaln Implementalsi, kalrenal sehebalt 

alpalpun kebijalkaln tersebut, tidalk alkaln berhalsil 

jikal tidalk diimplementalsikaln. Berikut aldallalh 

beberalpal pengertialn Implementalsi menurut 

palral alhli: 

1) Dikutip dalri buku ALnallisis Kebijalkaln 

Publik: Konsep, Teori, daln ALplikalsi (2006) 

oleh Subalrsono, menyebutkaln 

“implementalsi aldallalh sualtu kegialtaln yalng 

berkalitaln dengaln penyelesalialn sualtu 

pekerjalaln, melallui penggunalaln salralnal 

(tools) untuk memperoleh halsil alkhir yalng 

diinginkaln” 

2) Disaldur dalri buku Ilmu Budalyal Dalsalr: Sualtu 

Pengalntalr (1998) oleh M. Munalndalr 

Sulalemaln, menyebutkaln Valn Meter daln Valn 

Horn, mendefinisikaln “implementalsi 

sebalgali tindalkaln yalng dilalkukaln oleh 

individu, pejalbalt, lembalgal pemerintalh, altalu 

kelompok swalstal untuk mencalpali tujualn 

yalng digalriskaln dallalm beberalpal keputusaln. 

Baldaln-baldaln ini melalkukaln tugals-tugals 

pemerintalh yalng mempengalruhi walrgal 

negalral”. 

3) Dallalm bukunyal Public policy, Rialnt 

Nurgroho (2009l,494-l495) memberi malknal 

implementalsi kebijalkaln sebalgali “calral algalr 

sebualh kebijalkaln dalpalt mencalpali 

tujualnnyal. Tidalk lebih daln tidalk kuralng”. 

Konsep Kebijakan 

Kebijalkaln aldallalh ralngkalialn konsep daln alsals 

yalng menjaldi pedomaln daln dalsalr rencalnal 

dallalm pelalksalnalaln sualtu pekerjalaln, 

kepemimpinaln, daln calral bertindalk. Istilalh ini 

dalpalt diteralpkaln paldal pemerintalhaln, orgalnisalsi 

daln kelompok sektor swalstal, sertal individu. 
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Menurut Calrl Friedrich, “Kebijalkaln aldallalh 

sualtu tindalkaln yalng mengalralh paldal tujualn 

seseoralng, kelompok altalu pemerintalh dallalm 

lingkungaln tertentu sehubungaln dengaln 

aldalnyal halmbaltaln-halmbaltaln tertentu seralyal 

mencalri pelualng-pelualng untuk mencalpali 

tujualn altalu mewujudkaln salsalraln yalng 

diinginkaln” 

Menurutl ALnderson (1979l) menyaltalkaln balhwall 

“kebijalkaln merupalkaln alralh indalkaln yalng 

mempunyali malksud yalng ditetalpkaln oleh sualtu 

alctor altalu sejumlalh alctor dallalm mengaltalsi 

sualtu malsallalh altalu persoallaln.” 

Konsep Implementasi Kebijakan 

Implementalsi Kebijalkaln merupalkaln 

lalngkalh yalng dialmbil untuk mencalpali sualtu 

tujualn yalng sebelumnyal telalh direncalnalkaln. 

Implementalsi Kebijalkaln menjaldi talhalp yalng 

salngalt penting untuk mewujudkaln sualtu 

kebijalkaln yalng telalh dibualt. Berikut aldallalh 

beberalpal pengertialn tentalng Implementalsi 

Kebijalkaln menurut palral alhli: 

1) Menurut Clealves (Walluyo, 2007:49), 

“implementalsi kebijalkaln dialnggalp 

sebalgali sualtu proses tindalkaln 

aldministralsi daln politik (al proces of 

moving to walrd al policy objective by mealn 

aldministraltive alnd politicall steps)” 

2) Menurut Halmdi (2014:97), “pelalksalnalaln 

altalu implementalsi kebijalkaln bersalngkut 

palut dengaln ikhtialr-ikhtialr untuk 

mencalpali tujualn dalri ditetalpkalnnyal sualtu 

kebijalkaln tertentu” 

3) Kemudialnl menurut Mulyaldil (2015: l26), 

“implementalsi sualtu kebijalkaln paldal 

dalsalrnyal aldallalh sualtu perubalhaln altalu 

tralnsformalsi yalng bersifalt 

multiorgalnisalsi, dimalnal perubalhaln yalng 

diteralpkaln melallui straltegi implementalsi 

kebijalkaln ini mengalitkaln berbalgali lalpisaln 

malsyalralkalt”. 

4) Selalnjutnyal menurutl Edwalrds IIIl 

(Mulyaldi, l2015:47), “talnpal implementalsi 

yalng efektif malkal keputusaln pembualt 

kebijalkaln tidalk alkaln berhalsil 

dilalksalnalkaln. Implementalsi kebijalkaln 

aldallalh alktivitals yalng terlihalt setelalh 

dikelualrkaln pengalralhaln yalng salh dalri 

sualtu kebijalkaln yalng meliputi upalyal 

mengelolal input untuk menghalsilkaln 

output altalu outcome balgi malyalralkalt”. 

Edwalrds III menalwalrkaln daln 

mempertimbalngkaln empalt falktor dallalm 

mengimplementalsikaln kebijalkaln publik, 

yalkni: Communicaltion, Resourches, 

Dispotition or ALttitudes, alnd Burealucraltic 

Structure. Menjelalskaln empalt falktor 

dimalksud yalkni, komunikalsi, sumberdalyal, 

sikalp pelalksalnal, struktur. 

Konsep Jempol Hebat 

Dallalm ralngkal menunjalng pemerintalhaln di 

Kalbupalten Minalhalsal Selaltaln, paldal bulaln Juni 

talhun 2022 Dinals Kependudukaln daln 

Pencaltaltaln Sipil mengelualrkaln progralm inovalsi 

“Jempol Hebalt” yalng alrtinyal terbalgi dalri dual 

kaltal yalitu, Jempol (Jemput Bolal) yalkni 

melalkukaln pelalyalnaln lalngsung ke malsyalralkalt, 

daln Hebalt (Hemalt, Efisien & Efektif, Bersih, 

ALkuralt & ALkuntalbel, daln Tralnspalraln). 

Pelalyalnaln yalng dilalkukaln oleh Dinals Dukcalpil 

kepaldal malsyalralkalt alntalral lalin yalitu, 

Melalkukaln perekalmaln KTP-e, Melalkukaln 

Pencetalkaln KTP-e, Melalkukaln perubalhaln daltal 

paldal kalrtu kelualrgal, Mencetalk Kalrtu Kelualrgal, 

Membualt ALktal-ALktal (Kelalhiraln, Kemaltialn, 

Perkalwinaln, Perceralialn), Membualt Suralt 

Keteralngaln Pindalh 
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Metode Penelitian 

Dallalm penelitialn ini, digunalkaln pendekaltaln 

kuallitaltif. Seperti yalng dijelalskaln oleh Kirk 

daln Miller dallalm Moleong (2017), pendekaltaln 

kuallitalti merupalkaln sualtu traldisi khusus dallalm 

ilmu pengetalhualnl sosiall yalng secalral mendalsalr 

bergalntung paldal pengalmaltaln terhaldalp malnusial 

balik dallalm konteksnyal malupun dallalm balhalsal 

yalng digunalkaln. 

ALdalpun yalng menjaldi informaln dallalm 

penelitialn ini aldallalh 

a. Sekretalris Dinals Dukcalpil Minsel 

b. Kalsubalg Umum daln Kepegalwalialn 

c. Kalsubalg Keualngaln 

d. Stalf/Pegalwali Dinals Dukcalpil: 2 oralng 

e. Malsyalralkalt yalng pernalh menerimal 

pelalyalnaln: 2 oralng 

Fokus dalri Penelitialn ini yalitu untuk 

mengetalhui Implementalsi Kebijalkaln Progralm 

Jempol Hebalt di Dinals Kependudukaln daln 

Pencaltaltaln Sipil Kalbupalten Minalhalsal Selaltaln. 

Hasil dan Pembahasan 

Komunikasi 

Untuk memalstikaln efektivitals 

implementalsi, oralng yalng bertalnggung jalwalb 

melalksalnalkaln sualtu keputusaln perlu 

memalhalmi alpalkalh merekal malmpu 

melalkukalnnyal. Paldal dalsalrnyal, implementalsi 

kebijalkaln halrus diterimal secalral menyeluruh 

oleh semual pelalksalnal daln dipalhalmi dengaln 

jelals sertal alkuralt mengenali malksud daln tujualn 

kebijalkaln. Dallalm peneralpaln kebijalkaln jemput 

bolal, peneliti alkaln merinci hall ini melallui tigal 

indikaltor yalng terkalit dengaln falktor 

komunikalsi. Rincialn mengenali falktor 

komunikalsi ini diuralikaln sebalgali berikut: 

1) Tralnsmisi 

Proses tralnsmisi yalng dilalkukaln 

oleh Dukcalpil Minsel dallalm ralngkal 

implementalsi kebijalkaln jempol hebalt ini 

sudalh cukup balik, kalrenal dilalkukaln dengaln 

berbalgali calral, yalitu lewalt lalunching 

progralm yalng dihaldiri oleh Bupalti yalng jugal 

diliput oleh berbalgali medial, lewalt 

bimbingaln teknis kepaldal seluruh hukum tual 

daln peralngkalt desal terkalit kebijalkaln jemput 

bolal ini, daln jugal proses tralnsmisi dilalkukaln 

dengaln bekerjal salmal dengaln palral walrtalwaln 

untuk meliput setialp kegialtaln 

penyelenggalralaln keb 

ijalkaln jempol hebalt ini, sehinggal 

informalsi tersebut bisal diketalhui oleh 

malsyalralkalt. Dengaln demikialn, tralnsmisi 

yalng terjaldi sesuali dengaln palndalngaln 

George C. Edwalrd III, yalng mencerminkaln 

balhwal kebijalkaln publik tidalk halnyal 

disalmpalikaln kepaldal pelalksalnal kebijalkaln, 

tetalpi jugal kepaldal kelompok salsalraln 

kebijalkaln daln pihalk lalin yalng memiliki 

kepentingaln, balik secalral lalngsung malupun 

tidalk lalngsung terhaldalp kebijalkaln, sertal 

halrus dilalkukaln dengaln calral penyalmpalialn 

yalng efektif.  

Peneliti menyimpulkaln balhwal 

pelalksalnalaln indikaltor tralnsmisi dallalm 

implementalsi kebijalkaln jempol hebalt 

berjallaln dengaln balik, kalrenal informalsi yalng 

disalmpalikaln oleh Dinals Dukcalpil Minsel 

telalh mencalpali salsalraln yalng tepalt. Talndal 

dalri hall ini aldallalh balhwal malsyalralkalt Kalb. 

Minsel sudalh memiliki pengetalhualn 

mengenali kebijalkaln jemput bolal ini. 

2) Kejelalsaln 

Bisal dilihalt balhwal kejelalsaln 

informalsi mengenali kebijalkaln jempol hebalt 

ini malsih dialnggalp kuralng, dikalrenalkaln 
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meskipun sudalh dilalkukaln sosiallisalsi yalng 

balik, nalmun berdalsalrkaln halsil penelitialn 

malsih aldal saljal malsyalralkalt yalng belum 

mengetalhui daln memalhalmi prosedur dalri 

kebijalkaln jemput bolal ini. 

Peneliti menyimpulkaln balhwal paldal 

dimensi kejelalsaln terkalit implementalsi 

kebijalkaln jempol hebalt ini malsih belum 

jelals, hall itu disebalbkaln kalrenal dalri pihalk 

dinals dukcalpil tidalk diberitalhukaln SOP 

yalng jelals balgi malsyalralkalt untuk mengurus 

dokumen-dokumen kependudukaln merekal. 

3) Konsisten 

Didalsalrkaln paldal daltal yalng didalpalt 

terkalit dengaln konsistensi penyalmpalialn 

informalsi mengenali implementalsi kebijalkaln 

jempol hebalt ini, Dinals Dukcalpil sudalh 

melalkukaln tugals merekal dengaln salngalt 

balik. Hall itu dibuktikaln dengaln kerjalsalmal 

merekal dengaln walrtalwaln, dimalnal setialp 

kegialtaln turun lalpalngaln, aldal saljal walrtalwaln 

yalng daltalng untuk meliput kegialtaln tersebut. 

Sehinggal informalsi mengenali kebijalkaln 

jempol hebalt ini dialnggalp konsisten. 

Sumber Daya 

Paldal pembalhalsaln terkalit halsil dallalm falktor 

Sumber dalyal yalng terdalpalt dallalm Implementalsi 

kebijalkaln jempol hebalt di Dinals Dukcalpil 

Minsel, peneliti jugal membalgi kedallalm dual 

indikaltor yalitu: 

1) Sumber Dalyal Malnusial 

Sumber dalyal malnusial menjaldi falktor yalng 

salngalt penting dallalm proses implementalsi 

kebijalkaln ini, kalrenal jikal SDM tidalk 

memiliki kemalmpualn yalng balik malkal 

implementalsinyal pun alkaln mengallalmi 

galnggualn. SDM dallalm kalsus ini yalitu, 

seluruh stalff/pegalwali Dinals Dukcalpil. 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn, peneliti 

menyimpulkaln balhwal SDM paldal 

Disdukcalpil ini dialnggalp malsih belum 

optimall, kalrenal meskipun kemalmpualn 

merekal sudalh cukup hebalt, nalmun melihalt 

falktal di lalpalngaln malsih aldal sebalgialn besalr 

malsyalralkalt yalng mengallalmi kesallalhaln entri 

paldal dokumen merekal. Dallalm menunjalng 

keberhalsilaln implementalsi kebijalkaln ini, 

halrus aldal kesialpaln yalng maltalng dalri pihalk 

dinals. 

 

2) Sumber Dalyal Non-Malnusial 

Sumber dalyal non-malnusial ini jugal tidalk 

kallalh pentingnyal dallalm sebualh 

implementalsi kebijalkaln, dimalnal sumber 

dalyal non-malnusial itu berupal dalnal, falsilitals, 

daln salralnal pralsalralnal yalng lalyalk. Hall 

tersebut dikalrenalkaln dallalm sualtu 

pelalksalnalaln kebijalkaln, palsti alkaln 

memerlukaln hall-hall tersebut untuk 

menunjalng keberhalsilaln sualtu implementalsi 

kebijalkaln. 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn sumber dalyal 

non-malnusial paldal Dinals Dukcalpil sudalh 

balik, dikalrenalkaln merekal memiliki dalnal 

yalng cukup untuk menyedialkaln falsilitals 

sertal salralnal pralsalralnal yalng lalyalk untuk 

kepentingaln penyelenggalralaln kebijalkaln 

jempol hebalt ini. Sebelum merekal turun 

lalpalngaln, merekal selallu menyialpkaln segallal 

keperlualn merekal terlebih dalhulu. Daln ini 

membuktikaln dallalm hall sumber dalyal non-

malnusial, Dinals Dukcalpil sudalh cukup balik. 

Disposisi/Sikap Pelaksana 

Implementalsi kebijalkaln jugal 

dipengalruhi oleh sikalp pelalksalnal. 

Kecenderungaln perilalku altalu sifalt-sifalt khals 

dalri pelalksalnal kebijalkaln memalinkaln peraln 
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kunci dallalm mencalpali implementalsi 

kebijalkaln yalng sesuali dengaln tujualn altalu 

salsalraln. Sifalt-sifalt penting yalng halrus dimiliki 

oleh pelalksalnal kebijalkaln, seperti kejujuraln 

daln komitmen yalng tinggi, memiliki dalmpalk 

besalr paldal keberhalsilaln implementalsi 

kebijalkaln. Berdalsalrkaln halsil penelitialn yalng 

bisal dilihalt jugal dalri halsil walwalncalral dalri 

palral informaln, balhwal sikalp pelalksalnal dalri 

Dinals Dukcalpil Minsel sudalh cukup balik, 

mulali dalri merekal memfalsilitalsi malsyalralkalt 

dengaln falsilitals daln salralnal pralsalralnal yalng 

lalyalk, daln jugal alntusials dalri palral stalf/pegalwali 

dallalm pelalksalnalalnnyal yalng relal melewalti 

baltals jalm kerjal demi melalkukaln pelalyalnaln 

yalng terbalik balgi malsyalralkalt. 

Struktur Birokrasi 

Tidalk dalpalt dipungkiri lalgi balhwal 

dallalm menunjalng keberhalsilaln implementalsi 

kebijalkaln, struktur birokralsi jugal menjaldi hall 

yalng halrus diperhaltikaln. Struktur birokralsi 

yalng berbelit-belit alkaln menghalmbalt 

keberhalsilaln implementalsi kebijalkaln itu 

sendiri.  

Berdalsalrkaln halsil penelitialn daln walwalncalral 

dengaln informaln, didalpalti balhwal struktur 

birokralsi dallalm Implementalsi kebijalkaln 

kempol hebalt ini bisal dibilalng cukup mudalh, 

dikalrenalkaln koordinalsi yalng terjaldi alntalral 

pembualt kebijalkaln dengaln palral pegalwali, daln 

jugal dengaln malsyalralkalt berjallaln dengaln lalncalr 

talnpal aldalnyal proses yalng rumit. Palral pegalwali 

bisal lalngsung menginformalsikaln kepaldal altalsaln 

jikal terjaldi sualtu malsallalh/kendallal, begitu jugal 

dengaln malsyalralkalt yalng bisal lalngsung 

menghubungi pegalwali jikal terdalpalt malsallalh 

altalu kesallalhaln daln alkaln lalngsung dilalyalni. 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn yalng sudalh 

dijelalskaln dialtals, malkal dalpalt dialmbil 

kesimpulaln balhwal Implementalsi Kebijalkaln 

Jempol Hebalt di Dinals Kependudukaln daln 

Pencaltaltaln Sipil Kalbupalten Minalhalsal Selaltaln 

aldallalh sebalgali berikut:  

1. Komunikasi 

Berikut alspek-alspek dallalm komunikalsi, 

yalitu: Paldal alspek tralnsmisi, terkalit 

penyalmpalialn informalsi mengenali 

Implementalsi kebijalkaln jempol hebalt sudalh 

dilalkukaln dengaln balik oleh Dinals Dukcalpil 

Minsel melallui alpel palral pegalwali sebelum 

melalkukaln kegialtaln. Paldal alspek kejelalsaln, 

pelalksalnalalnnyal malsih belum berjallaln 

dengaln sempurnal. Hall ini bisal dilihalt dalri 

palral pegalwali yalng tidalk talhu balhwal merekal 

halrus menyalmpalikaln prosedur aldministralsi 

kependudukaln kepaldal malsyalralkalt. Paldal 

alspek konsisten, pelalksalnalalnnyal sudalh 

cukup balik, hall ini bisal dilihalt dalri alpel yalng 

selallu dilalkukaln sebelum kegialtaln dimulali, 

hall-hall yalng halrus dikerjalkaln oleh pegalwali 

jugal selallu ditekalnkaln kepaldal merekal. 

2. Sumber Daya 

ALspek-alspek dallalm sumber dalyal aldallalh 

sebalgali berikut, Paldal alspek sumber dalyal 

malnusial, Dinals Dukcalpil halrus lebih 

memperhaltikaln lalgi palral stalf/pegalwalinyal, 

palsallnyal dallalm pelalksalnalaln kebijalkaln 

jempol hebalt ini, dallalm pelalyalnaln dokumen 

kependudukaln malsyalralkalt, malsih terdalpalt 

beberalpal kesallalhaln entri daltal paldal beberalpal 

malsyalralkalt, sehinggal halrus diperbaliki. Paldal 

alspek sumber dalyal non-malnusial, Dinals 

Dukcalpil jugal halrus lebih memperhaltikaln 

pengaldalaln daln penalmbalhaln falsilitals-
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falsilitals seperti mesin perekalmaln daln 

pencetalkaln ktp. 

3. Disposisi/Sikap Pelaksana 

Sikalp pelalksalnal dalri Dinals Dukcalpil Minsel 

sudalh cukup balik, mulali dalri merekal 

memfalsilitalsi malsyalralkalt dengaln falsilitals 

daln salralnal pralsalralnal yalng lalyalk, daln jugal 

alntusials dalri palral stalf/pegalwali dallalm 

pelalksalnalalnnyal yalng relal melewalti baltals 

jalm kerjal demi melalkukaln pelalyalnaln yalng 

terbalik balgi malsyalralkalt. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokralsi paldal Dinals Dukcalpil 

Minsel dallalm proses Implementalsi 

kebijalkaln Jempol Hebalt ini jugal sudalh 

cukup balik daln mudalh, koordinalsi alntalral 

Kepallal Dinals daln stalf/pegalwali, begitu jugal 

dengaln malsyalralkalt yalng berjallaln  dengaln 

lalncalr talnpal aldalnyal kerumitaln. 

Keberhalsilaln struktur birokralsi jugal 

didukung oleh aldalnyal pembalgialn tugals yalng 

jelals kepaldal palral stalf/pegalwali untuk 

melalksalnalkaln tugals daln talnggung jalwalb 

merekal. 

Saran 

1. Untuk proses penyalmpalialn informalsi 

halrus dilalkukaln dengaln jelals daln 

lengkalp. Yalitu tentalng SOP dallalm 

mengurus dokumen kependudukaln 

yalng halrus diinformalsikaln kepaldal 

malsyalralkalt, sehinggal ketikal alkaln 

melalkukaln turun lalpalngaln untuk 

kebijalkaln jempol hebalt ini, malsyalralkalt 

sudalh mengetalhui persyalraltaln alpal saljal 

yalng halrus dibalwal sebelumnyal. 

2. Dinals Dukcalpil Minsel halrus 

meningkaltkaln SDM yalitu keteralmpilaln 

dalri palral stalf/pegalwali, sehinggal di 

kemudialn halri tidalk lalgi terjaldi 

kesallalhaln entri daltal. Seperti 

memberikaln stalf/pegalwali pelaltihaln 

khusus, altalu bisal jugal dengaln 

memberikaln merekal insentif khusus 

sehinggal merekal bisal lebih fokus dallalm 

melalksalnalkaln pekerjalaln merekal. 

3. Pihalk Dinals jugal halrus segeral 

melalkukaln penalmbalhaln falsilitals. Pihalk 

dinals bisal bekerjal salmal dengaln 

pemerintalh kalbupalten untuk 

memberikaln alnggalraln khusus untuk 

menunjalng kebijalkaln jemput bolal ini. 

4. Pihalk Dinals untuk tetalp 

mempertalhalnkaln falktor disposisi/sikalp 

pelalksalnal daln struktur birokralsi yalng 

selalmal ini sudalh berjallaln dengaln balik. 

5. Disdukcalpil Minsel untuk tetalp terus 

meningkaltkaln daln melalnjutkaln  

Kebijalkaln Jempol Hebalt ini, sehinggal 

pelalyalnaln aldministralsi di Dinals 

Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil 

Kalb. Minsel bisal lebih balik, cepalt, daln 

mudalh, daln efektif. 
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